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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR M4 TAHUN 2021

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021-2045

BUPATI BANYUASIN,

. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun

2014 tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan, perlu ditetapkan Grand Design
Pembangunan Kependudukan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2021-2045;

. bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan

(GDPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan Dokumen Rancangan Induk Pembangunan
Kependudukan yang menjadi pedoman penentuan
program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin untuk jangka pendek, menengah dan panjang
terkait dengan Pembangunan Kependudukan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021-2045.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Banyuasin di  Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4181);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
;jtndang—Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
nghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(ﬂ‘embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
h.lqdonesia Nomor 4419);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ipdonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
{egara Republik Indonesia Nomor 4967);
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13. Updang—Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

14.

15.

16.
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Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program
Pércepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2010;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
P_Embangunan yang berkeadilan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
oordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang
G{rand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Piembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 179).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND  DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2021-2045.

i BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampali
dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud sebagai
aralfm dan acuan pelaku pembangunan daerah untuk
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah
yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan
daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu,
berkesinambungan dan saling melengkapi dalam pola
sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan

5. Grand adalah sesuatu yang besar, hal yang paling penting,
atau menjadi induk.

b. Desﬁgn adalah sesuatu yang dipakai sebagai pedoman
untuk melaksanakan sesuatu lainnya, suatu “outcome”
yang ingin dicapai (aim) atau sesuatu yang dipakai sebagai
pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya.

7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,
penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta
lingkungan penduduk tersebut.

8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan
sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian
kualitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga,
penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta
penataan administrasi kependudukan.

9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan
pindah tempat tinggal.
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Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek
fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial,
ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk
mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia
yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan
hidup layak.

Pembangunan keluarga adalah upaya untuk mewujudkan
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang
sehat.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau
ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi
keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta
mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup
mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk
hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan
kebahagian lahir dan batin.

Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang
mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial
budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta
nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai
keluarga sejahtera.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang
layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar
anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan
lingkungan.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 2

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Banyuasin, dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut :

*R0 TR
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sosialisasi maksud dan tujuan GDPK;

pembentukan tim dari Perangkat Daerah yang berkaitan;
melaksanakan rapat koodinasi tim penyusunan GDPK;
penyusunan draft naskah GDPK Kabupaten Banyuasin;
sinl}(ronisasi draft GDPK dengan draft RPJMD Kabupaten
Banyuasin, dan

naskah akhir GDPK Kabupaten Banyuasin.
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Pasal 3

Grand Dlesign Pembangunan Kependudukan ini dilaksanakan
pada periode Tahun 2021 - 2045.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal % ber 2021

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal % eprember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

o

H.M SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR "M



